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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~ 74 /KPTS/DLHP/2021
TENTANG

TIM RESTORASI GAMBUT PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan
Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut
dan Mangrove, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim
Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan;

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814});

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412});

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
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e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
masyarakat dalam hal perbaikan penghidupan masyarakat,
pengembangan dan diversifikasi produk, pemasaran produk-
produk masyarakat dari areal gambut, pelaksanaan percepatan
rehabilitasi dengan pendekatan padat karya;

f. melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan restorasi gambut;

g. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur
Sumatera Selatan.

Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan
tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sesuai Pasal 34
Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi
Gambut dan Mangrove.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kementerian/Lembaga/Instansi terkait dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
terkait serta bantuan dari pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur
Sumatera  Selatan Nomor  312/KPTS/TRGD/2019 tentang
Pembentukan Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan
beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 26 Jewuari 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

/L . H. HERMAN DERU

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta.
Menteri Dalam Negeri R1 di Jakarta.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.

Menteri Pertanian RI di Jakarta.

Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Jakarta.

Bupati Musi Banyuasin di Sekayu.

Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai.

Bupati Ogan Komering llir di Kayuagung.

Bupati Musi Rawas di Muara Beliti

10. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit

11. Bupati Muara Enim di Muara Enim

12. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi
13. Anggota Tim yang bersangkutan



